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ABSTRAKSI 

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang dapat mengakibatkan negara 

mengalami kerugian, dan untuk upaya penyelesaian dalam persidangan terhadap 

orang yang diduga telah melakukan Tindak pidana korupsi perlu dilakukan adanya 

pembuktian terbalik atau beban pembalikan pembuktian. Maka dari itu penulis 

merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pemberlakuan Asas 

Pembuktian Terbalik Dalam Tindak pidana korupsi Dan Tindak Pidana 

Pencucian Uang”. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah 

penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara melakukan pendekatan undang-undang, norma dalam hukum positif, 

dan dikaitkan dengan perkembangan sesuai dengan praktiknya yang sesuai dengan 

contoh kasus terdakwa Gayus Tambunan serta terdakwa Bambang Irianto sebagai 

Wali Kota Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan 

pembuktian terbalik dalam persidangan pada saat dilakukannya pembuktian yang 

dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukum. Apakah selama dilakukan 

pembuktian terbalik terdakwa telah membuktikan seluruh harta kekayaan yang 

dimilikinya, dan ketika telah dibuktikan apakah harta tersebut akan dikembalikan 

kepada terdakwa atau disita oleh negara. Tindak pidana korupsi merupakan tindak 

pidana khusus maka sistem pembuktian terbalik dalam sistem hukum di Indonesia 

merupakan sistem pembuktian yang membutuhkan penanganan khusus 

dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Ketika terdakwa telah 

melakukan pembuktian terbalik dalam sidang pengadilan di hadapan hakim, maka 

hakim dapat memutuskan perkara yang ada dengan menjatuhkan sanksi pidana 

kepada terdakwa berupa kurungan penjara, sanksi pidana denda, dan dapat disertai 

dengan sanksi pidana merampas harta yang dimiliki oleh terdakwa yang berasal 

dari perbuatan Tindak pidana korupsi. Diharapkan juga pada masa yang akan 

datang, sistem pembuktian terbalik ini dapat diterapkan dengan baik pada kasus 

yang serupa dimasa yang akan datang. Ketika hakim telah menjatuhkan hukuman 

kepada terdakwa yang melakukan Tindak pidana korupsi dengan hukuman yang 

seberat-beratnya, juga diharapkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa. 

Tidak hanya terdakwa, tetapi juga kepada seluruh masyarakat negara Indonesia agar 

tidak melakukan Tindak pidana korupsi. Dengan penjatuhan hukuman yang 

seberat-beratnya dapat menjadi salah satu sarana dari pencegahan agar Tindak 

pidana korupsi tidak semakin banyak lagi di negara Indonesia. Belum lagi jika 

terdakwa tidak hanya melakukan Tindak pidana korupsi, tetapi juga melakukan 

adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka terdakwa akan mendapatkan sanksi 

yang lebih berat lagi karena melakukan adanya perbuatan pidana yang lebih dari 

satu. Apa lagi salah satu orang yang menjadi terdakwa dalam contoh kasus 

penulisan skripsi ini adalah seorang yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun. 

Pejabat yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat dan 

dipercaya masyarakat dapat memimpin denga baik justru melakukan Tindak pidana 

korupsi.  

Kata Kunci: Tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Pembuktian Terbalik  
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